
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN 
 

NOMOR   13  TAHUN 2011 
 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2004 

TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH DALAM PENDIRIAN PERSEROAN 

TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT SUMATERA SELATAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

Menimbang:  a.  bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Daerah dalam 

Pendirian  PT. Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan, 

penyertaan   modal  Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada 

Bank   Perkreditan   Rakyat   Sumatera   Selatan  adalah   sebesar 

Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah); 

b.  bahwa sampai dengan Tahun Anggaran 2011 penyetoran modal    

Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Selatan   sebesar                    

Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) sebagaimana 

dimaksud     dalam     huruf a     telah    direalisasikan     sebesar    

Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah);       

c.  bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi PT. Bank Perkreditan 

Rakyat Sumatera Selatan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat, 

khususnya bantuan permodalan usaha mikro, kecil, dan koperasi 

serta meningkatkan daya saing terhadap dunia perbankan, perlu 

melakukan penambahan kembali jumlah penyertaan  modal 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada PT. Bank Perkreditan 

Rakyat Sumatera Selatan;  

d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimaná dimaksud dalam 

huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 

2004 tentang Penyertaan Modal Daerah dalam Pendirian Perseroan 

Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan; 

Mengingat: 1.   Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan   (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1814); 
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2.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral     
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 63, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2865);    

3.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 
tentang Perbankan (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 
1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3790); 

4.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  

5.   Undang-Undang   Nomor    40   Tahun   2007   tentang  Perseroan 
Terbatas (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 

6.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

7.  Peraturan  Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578);  

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4855); 
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9.  Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4738);  

10.  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah  terakhir dengan  Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11.  Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 22 Tahun 2006 tentang  
Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah; 

12.  Peraturan   Menteri  Dalam Negeri  Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

13.  Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2004 
tentang Penyertaan Modal Daerah dalam Pendirian Perseroan 
Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan (Lembaran 
Daerah Tahun 2004 Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang 
Penyertaan Modal Daerah dalam Pendirian Perseroan Terbatas 
Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan (Lembaran Daerah 
Tahun 2009 Nomor 4 Seri.E);  

14.  Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera 
Selatan  (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3 ) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 
Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 
2010 Nomor 6 Seri E); 

 

    Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

    PROVINSI SUMATERA SELATAN 
dan 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN 
             MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG 
PENYERTAAN MODAL DAERAH DALAM PENDIRIAN PERSEROAN 
TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT SUMATERA SELATAN.  
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Pasal  I 

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 

7 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Daerah dalam Pendirian 

Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan 

(Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004  tentang 

Penyertaan Modal Daerah dalam Pendirian Perseroan Terbatas Bank 

Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2009 

Nomor 4 Seri E) diubah lagi sebagai berikut : 

1. Berdasarkan Akta Notaris Eni Indah Turunan, SH, Nomor 64 tanggal 

29 Juli 2010, Notaris di Palembang dan Keputusan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-

42578.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang 

Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, nama        

“ Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Sriwijaya Prima 

Dana” berubah menjadi   “Perseroan Terbatas Bank Perkreditan 

Rakyat Sumatera Selatan”. 

2. Pasal 4 setelah huruf d ditambahkan kententuan baru yaitu huruf e, 

sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 4 

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PT. 

BPR Sumatera Selatan melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut; 

a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan 

deposito berjangka ;  

b. memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya 

terhadap pengusaha kecil/pengusaha mikro; 

c. melakukan kerja sama antar Bank Perkreditan Rakyat dan 

lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank; 

d. menjalankan usaha perbankan lainnya, sepanjang tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

e. membuka kantor cabang dan/atau lainnya di wilayah Kabupaten/ 

Kota se- Sumatera Selatan.  
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3. Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 5 

(1) Penyertaan modal Pemerintah Provinsi pada Perseroan Terbatas 

Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan adalah sebesar     

Rp. 200.000.000.000.- (dua ratus milyar rupiah).   

(2) Penyertaan modal Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

(3) Penyetoran penyertaan modal Pemerintah Provinsi  

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan direalisasikan dalam 

jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak diundangkannya 

Peraturan Daerah ini. 

(4) Besaran penyetoran penyertaan modal setiap tahunnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan 

kondisi kemampuan keuangan daerah Pemerintah Provinsi.  
 

                          Pasal  II 

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan.  

   Ditetapkan   di Palembang   
pada tanggal      2  Nopember  2011 
 

  GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

dto 
 

                     H. ALEX NOERDIN 

Diundangkan di Palembang   
pada tanggal    7   Nopember   2011  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
         SUMATERA SELATAN,  
 

dto 

   YUSRI  EFFENDI 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
       TAHUN  2011  NOMOR   7  SERI  E          

 
 


